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ABSTRAK 

Tindak pidana korupsi dalam kebijakan impor gula merupakan permasalahan serius 

yang berdampak langsung terhadap keuangan negara, stabilitas perekonomian, 

serta ketahanan pangan nasional. Salah satu unsur penting dalam tindak pidana 

korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah unsur melawan 

hukum dan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis rumusan serta penerapan unsur melawan hukum dan 

memperkaya diri dalam dakwaan korupsi kebijakan impor gula, serta untuk 

mengkaji akibat hukum dari penerapan unsur-unsur tersebut dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst. Metode 

penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan bersumber dari 

bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan 

pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan doktrin hukum 

yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma 

hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan pertimbangan hakim dalam 

putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur melawan hukum 

dalam perkara ini tidak hanya dimaknai secara formil, tetapi juga secara materiil, 

yaitu bertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan tata kelola pemerintahan 

yang baik. Sementara itu, unsur memperkaya diri tidak selalu harus dibuktikan 

dengan adanya keuntungan pribadi secara langsung, melainkan cukup dengan 

terbuktinya adanya pihak lain atau korporasi yang memperoleh keuntungan akibat 

kebijakan impor gula yang menyimpang dari ketentuan hukum. Penerapan kedua 

unsur tersebut berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana pelaku kebijakan 

serta menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam kebijakan publik 

dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. 

 

Kata kunci: tindak pidana korupsi, melawan hukum, memperkaya diri, impor gula, 

kebijakan publik.  
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ABSTRACT 

Corruption in sugar import policy constitutes a serious legal issue that directly 

affects state finances, economic stability, and national food security. One of the 

essential elements of corruption as regulated under Article 2 paragraph (1) of Law 

Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 is the element of 

unlawfulness and self-enrichment or enrichment of others or a corporation. This 

study aims to analyze the formulation and application of the elements of 

unlawfulness and self-enrichment in corruption charges related to sugar import 

policy, as well as to examine the legal consequences of applying these elements in 

the Decision of the Central Jakarta District Court Number 34/Pid.Sus-

TPK/2025/PN.Jkt.Pst. This research employs a normative legal research method 

using a statutory approach and a case approach. The data sources consist of primary 

legal materials, including statutory regulations and court decisions, as well as 

secondary legal materials such as legal textbooks, academic journals, and relevant 

legal doctrines. Data analysis is conducted qualitatively by interpreting applicable 

legal norms and correlating them with the judges’ legal reasoning in the court 

decision under review. The results of the study indicate that the element of 

unlawfulness in this case is not interpreted solely in a formal sense, namely 

violations of written laws and regulations, but also in a material sense, referring to 

actions that contradict principles of propriety, justice, and good governance. 

Meanwhile, the element of self-enrichment does not necessarily require proof of 

direct personal gain by the defendant, but may be fulfilled by demonstrating that 

other parties or corporations obtained benefits as a result of sugar import policies 

that deviated from legal provisions. The application of these elements has 

significant legal implications, particularly in establishing criminal liability for 

policy makers, and affirms that abuse of authority in public policy formulation can 

be classified as a criminal act of corruption. 

 

Keywords: corruption crime, unlawfulness, self-enrichment, sugar import, public 

policy.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang     

Secara harfiah, korupsi adalah sesuatu yang buruk, jahat, dan berbahaya. 

Alasan di balik hal ini adalah karena korupsi mencakup berbagai elemen seperti 

moralitas, nasib buruk, dan posisi pemerintahan. Hal ini juga mencakup 

penyalahgunaan kekuasaan karena hadiah, faktor ekonomi, dan koneksi politik, 

serta praktik menempatkan keluarga atau kelompok di dalam pemerintahan di 

bawah komando jabatan. 

Korupsi telah muncul sebagai masalah yang signifikan di Indonesia, 

mengikis kemajuan dan mengurangi kepercayaan terhadap lembaga-lembaga 

pemerintah. Praktik-praktik korupsi, seperti penyalahgunaan kekuasaan untuk 

keuntungan pribadi, dapat merusak tatanan sosial dan ekonomi suatu negara. 

Publik dan media berkonsentrasi pada dugaan korupsi terkait impor gula dan 

Tom Lembong. Lembong, dalam kapasitasnya sebagai mantan Menteri 

Perdagangan, disangka telah  memfasilitasi kerugian keuangan negara yang 

cukup besar melalui penerbitan izin impor gula yang tidak sesuai dengan 

ketentuan, yaitu sebesar ratusan miliar rupiah.1 

Praktik impor gula seringkali disertai dengan berbagai permasalahan, 

mulai dari tata niaga yang tidak transparan, ketidakefisienan distribusi, hingga

 
1 Arifuddin Yusuf Hudi Dan, Fathir Ilham, “‘Kontroversi Pemberian Abolisi Dalam Kasus 

Korupsi Impor Gula,’” Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara 2 (July 4, 2025): 4729–4729, 

file:///C:/Users/asus/AppData/Local/Packages/5319275A.WhatsAppDesktop_cv1g1gvanyjgm/Loc

alState/sessions/320C35AF26570CD4371742BBAD9197F45EED18BE/transfers/2026-

09/37.+KONTROVERSI+PEMBERIAN+ABOLISI+DALAM+KASUS+KORUPSI+IMPOR+GU

LA.pdf. 
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 indikasi tindak pidana korupsi.Permasalahan Sektor Impor Gula 

1. Keterbatasan Produksi Dalam Negeri  

Rendahnya produktivitas lahan tebu dan pabrik gula yang sudah tua 

merupakan alasan utama mengapa produksi gula dalam negeri masih 

belum cukup untuk memenuhi permintaan nasional.2 

2.   Ketergantungan pada impor  

Konsumsi gula tahunan melebihi 6 juta ton, dengan produksi yang kurang 

dari 2,4 juta ton; akibatnya, impor diperlukan untuk memenuhi kebutuhan 

yang tersisa.3 

3.    Penyalahgunaan Kewenangan  

Proses penentuan kuota impor gula kerap menjadi celah terjadinya tindak 

pidana korupsi, khususnya suap dalam pemberian izin impor.4 

Hal ini menunjukan lemahnya tata kelola impor yang seharusnya 

transparan dan akuntabel. Berikut dampak terhadap perekonomian  

1. Distori Harga  

Praktik impor gula yang tidak transparan menyebabkan harga Gula di 

pasar domestik tidak stabil. Ketika impor dilakukan secara Berlebihan, 

harga gula petani menurun sehingga merugikan  Produsen lokal.5 

2. Kerugian Negara  

 
2 Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Outlook Tebu (jakarta: Sekretariat Jendral 

Kementerian Pertanian, 2022). 
3 Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Outlook Tebu (jakarta: Sekretariat Jendral 

Kementerian Pertanian, 2023). 
4 Komisi Pemberantasan Korupsi, “Laporan Tahunan KPK 2021” (jakarta, 2021), 

https://cms.kpk.go.id/storage/4209/Laporan-Tahunan-KPK-2021.pdf. diakses 7 oktober 2025 
5 jessi carina shela octavia, “Harga Gula Petani Anjlok Jika Keran Impor Dibuka,” 2025, 

https://nasional.kompas.com/read/2025/09/12/16402231/ironi-industri-gula-dunia-terbongkar-di-

persidangan-harga-gula-petani-anjlok?page=all#google_vignette. diakses 7 oktober 2025 
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Korupsi dalam tata niaga impor gula dapat mengurangi penerimaan 

negara, baik dari sisi bea masuk maupun pajak. Selain itu, biaya ekonomi 

yang ditanggung masyarakat juga meningkat akibat distorsi pasar.6 

3. Perlemahan Industri Gula Nasional  

Ketergantungan impor memperlemah daya saing industri gula domestik 

Korupsi memperparah keadaan karena investasi dalam revitalisasi pabrik 

gula menjadi terhambat akibat ketidakpastian regulasi.7 

Undang-undang anti-korupsi yang dikenal sebagai UU No. 31 tahun 1999 

mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 1999. Selain itu, UU No. 20 tahun 2001 

merevisi undang-undang ini agar konsisten dengan UU No. 31 tahun 1999, yang 

mengatur tentang pemberantasan praktik korupsi. Menurut konsideran, tujuan 

pengesahan undang-undang anti-korupsi adalah untuk memenuhi dan 

melampaui perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum di bidang 

pemberantasan dan pemberantasan praktik-praktik korupsi, yang memiliki 

dampak buruk pada dana publik, ekonomi, dan masyarakat secara luas.8 

Di bawah ini adalah beberapa ketentuan dalam UU No. 20 tahun 2001, 

yang bertujuan untuk menghapuskan korupsi sebagai kejahatan: 

1. Secara Melawan Hukum  

2. Memperkaya diri sendiri atau orang lai atau suatu korporasi 

 
6 S Adiningsih, Ekonomi Politik Pangan Diindonesia  (jakarta: gramedia , 2019). 
7 Bank Indonesia, “Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2022” (jakarta, 2022), 

https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/LPI_2022.aspx. diakses 8 oktober 2025 
8 Mulkan Hasanal, Hukum Tindak Pidana Korupsi , ed. fahmi irfan, 1st ed., vol. 1 (jakarta: 

kencana , 2022). 
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3. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.9 

Di antara faktor-faktor tersebut, penulis memfokuskan pada apa yang 

disebut sebagai "unsur memperkaya diri sendiri dan melawan hukum" dalam 

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan ini dipandang sebagai sarana untuk 

memperoleh kekayaan secara melawan hukum, baik untuk diri sendiri maupun 

orang lain, atau untuk suatu korporasi.10 

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 34/pid.sus-TPK/2025/PN 

jkt.pst, yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan 

impor gula, merupakan kasus yang menarik untuk ditelusuri. Penuntutan kasus 

ini berpijak pada dakwaan jaksa penuntut umum yang berpusat pada unsur 

melawan hukum dan memperkaya diri sendiri. Pentingnya kasus ini terletak 

pada fakta bahwa kasus ini menunjukkan bias dari komponen-komponen 

dakwaan terhadap otoritas penegak hukum dan proses evaluasi dan 

pengambilan keputusan oleh majelis hakim berdasarkan informasi yang 

disajikan. 

Untuk memahami unsur-unsur melawan hukum dan memperkaya diri 

sendiri dalam kasus korupsi impor gula, serta akibat hukum penerapan unsur-

unsur tersebut, maka penelitian ini menjadi sangat penting. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan 

 
9 "Mulkan Hasanal, Hukum Tindak Pidana Khusus , ed. fahmi irfan, 1st ed., vol. 1 (jakarta: 

kencana , 2022). 
10 mahkamah agung, Putusan Nomor  34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst (July 18, 2025)." 
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hukum pidana, khususnya dalam bidang pemeriksaan yuridis tindak pidana 

korupsi. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Unsur Melawan Hukum dan 

Memperkaya Diri dalam Dakwaan Korupsi Kebijakan Impor Gula (Studi 

Kasus Putusan Nomor 34/pid.sus-TPK/2025/PN jkt.pst).” 

B. Rumusan Masalah  

Berikut adalah rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang 

tersebut: 

1. Bagaimana Rumusan Unsur Melawan Hukum dan Memperkaya diri dalam 

dakwaan korupsi kebijakan impor gula (studi kasus putusan nomor 

34/pid.sus-TPK/2025/PN jkt.pst)? 

2. Apa Akibat Hukum penerapan unsur melawan hukum dan memperkaya 

diri dalam dakwaan korupsi impor gula (studi kasus putusan nomor 

34/Pid.Sus-TPK/2025/PN jkt.pst)? 

C. Ruang Lingkup  

Aspek-aspek dugaan korupsi impor gula yang meliputi perbuatan 

melawan hukum dan memperkaya diri sendiri akan ditelaah dan dibahas secara 

rinci dalam penelitian ini. Putusan perkara nomor 34/pid.sus- TPK/2025/PN  

jkt.pst. menjadi sasaran analisis yang berfokus pada unsur yuridis. Kajian ini 

juga mencakup bidang hukum pidana dalam konteks tindak pidana korupsi 

sebagai bidang kajian utama dalam menganalisis mekanisme, tanggung jawab, 

dan implikasi hukum terhadap praktik impor gula yang diduga koruptif. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Berikut adalah tujuan dari penelitian tesis: 

 

1. Dalam putusan nomor 34/pid.sus- TPK/2025/PN jkt.pst, terdapat dakwaan 

tindak pidana korupsi impor gula, untuk menelaah hal tersebut, maka perlu 

dilihat komponen-komponen yang diatur dalam unsur melawan hukum 

dan unsur memperkaya diri sendiri. 

2. Menemukan dan mengevaluasi konsekuensi akibat hukum penerapan 

unsur melawan hukum dan menguntungkan diri sendiri dalam dakwaan 

tindak pidana korupsi impor gula, berdasarkan penelitian terhadap putusan 

34/pid.sus- TPK/2025/PN jkt.pst. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi berjudul "Analisis Yuridis 

Unsur Melawan Hukum dan Memperkaya diri sendiri dalam Dakwaan Korupsi 

kebijakan Impor Gula" adalah sebagai berikut: 

1. keuntungan teoritis, membantu kemajuan hukum pidana melalui studi 

tentang bagian-bagian dari korupsi-khususnya yang bertentangan dengan 

hukum dan mempromosikan pengayaan diri sendiri-dan dengan 

menambah referensi ilmiah untuk analisis putusan pengadilan tentang 

korupsi impor gula.  

2. Manfaat praktis, menjadi sumber referensi bagi mahasiswa hukum yang 

melakukan penelitian sejenis, dan menjadi bahan pertimbangan bagi para 

praktisi hukum (seperti hakim, jaksa, dan pengacara) dalam menangani 

kasus-kasus korupsi yang mengandung unsur melawan hukum dan 

memperkaya diri sendiri. 
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E. Kerangka Konseptual  

Kerangka kerja konseptual menjabarkan keterkaitan dari faktor-faktor 

yang dapat diamati dan diukur dalam penelitian. Untuk lebih memahami, 

menjelaskan, dan menguji fenomena yang sedang diteliti, peneliti sering kali 

menggunakan kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis dan logis 

mengenai hubungan antara gagasan atau variabel utama.11 

1. Analisis yuridis adalah serangkaian tindakan yang melibatkan melihat, 

menggambarkan, dan mengatur ulang suatu hal untuk mendapatkan 

penilaian tentang hal tersebut berdasarkan standar hukum. Frasa "analisis 

hukum" menggambarkan langkah-langkah yang digunakan untuk sampai 

pada kesimpulan yang rasional dan faktual tentang masalah hukum dengan 

berkonsultasi dengan undang-undang dan peraturan yang relevan. Analisis 

yuridis adalah cara berpikir yang melibatkan penguraian sesuatu ke dalam 

elemen-elemen komponennya untuk memahami bagaimana bagian-bagian 

tersebut bekerja bersama dari perspektif hukum.12  

2. "Melawan hukum" adalah melakukan apa pun yang bertentangan dengan isi 

dan semangat hukum, baik yang resmi maupun tidak resmi. Untuk tujuan 

definisi ini, "melawan hukum" tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap 

undang-undang tertentu, tetapi juga pelanggaran yang bertentangan dengan 

standar moral umum atau persepsi publik tentang keadilan.  

3. "memperkaya diri sendiri" menyiratkan bahwa pelaku terlibat dalam 

 
11 Nisma iriani, Metodologi Penelitian , ed. iriani, 1st ed. (yogyakarta: deepublish, 2022). 
12 Makmun Latif, “Analisis Yuridis Pengambilan Keputusan Terhadap Pelaku Tindak 

Pidana” (fakultas hukum univ.darul ulum islamic center, 2023). 
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kegiatan kriminal yang meningkatkan kekayaan untuk diri mereka sendiri, 

orang lain, atau perusahaan, sementara secara bersamaan merugikan 

keuangan pemerintah atau perekonomian. Fakta bahwa individu yang 

terlibat korupsi mendapatkan keuntungan finansial sebagai konsekuensi dari 

kejahatan tersebut adalah bukti dari komponen memperkaya diri sendiri.13 

4. Korupsi merupakan masalah serius yang menghambat pertumbuhan 

nasional dan berdampak negatif terhadap keuangan negara dan 

perekonomian, menurut data Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

Kementerian Keuangan (2022). Oleh karena itu, masyarakat yang adil dan 

makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 hanya 

dapat diwujudkan dengan memberantas kejahatan ini secara tuntas. 

Singkatnya, korupsi adalah kejahatan jika melibatkan tindakan yang 

merugikan keuangan atau perekonomian negara, terlibat dalam perbuatan 

melawan hukum, menyalahgunakan jabatan atau kesempatan, 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan terakhir, melanggar hukum. 

Bagian ini menyinggung Undang-Undang Anti Korupsi tahun 1999 (UU 

No. 32 tahun 1999) dan revisinya.14 

 

 
13 Korporasi Dalam et al., “PEMENUHAN UNSUR MEMPERKAYA DIRI SENDIRI 

ATAU ORANG LAIN ATAU MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU 

KORPORASI DALAM PASAL 3 UU NOMOR 31 TAHUN 1999 PADA PUTUSAN HAKIM 

PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI ( STUDI PUTUSAN NOMOR 238 /” 3, no. 1 (2014): 

17–28, https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40476/26677. diakses tanggal 9 oktober 2025 
14 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 

“Tindak Pidana Korupsi:Pengertian Dan Unsur-Unsurnya,” DJPb, November 2022, 

https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/artikel/3028-tindak-pidana-

korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya-2.html#:~:text=C.,Gabungan beberapa faktor. Diakses 9 

oktober 2025 
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F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan  

Berikut adalah beberapa penelitian terkait dari masa lalu yang dapat 

digunakan sebagai perbandingan: 

NO NAMA 

PENELITI 

JUDUL TAHUN HASIL 

PENELITIAN 

1. Cuanda 

Mitra 

Perdana 

(universitas 

medan area) 

 

Analisis 

Yuridis Tindak 

Pidana 

Korupsi (Studi 

Putusan Nomor 

42/Pid.Sus.TP

K/2017/PN- 

Mdn) 

2017 Menemukan 

bahwa 

pertimbangan 

hakim dalam 

kasus korupsi 

di medan 

belum 

sepenuhnya 

sesuai dengan 

tujuan hukum 

seperti 

kepastian 

hukum dan 

keadilan, serta 

terdapat 

kendala yuridis 

dalam penegak 

hukum korupsi  
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2. Dimas Fajar 

Maulana 

(universitas 

islam negeri 

walisongo 

semarang) 

 

Analisis 

Yuridis 

terhadap 

Trading in 

Influence 

sebagai 

Sebuah Tindak 

Pidana 

Korupsi dalam 

Sistem Hukum 

Pidana 

Indonesia: 

Studi Kasus 

Gula Impor 

Irman Gusman 

2022 Mengungkap 

mekanisme 

tranding in 

influence 

dalam kasus 

impor gula 

yang 

memperkaya 

diri pihak 

tertentu 

dengan 

pelanggaran 

tertentu 

 

Keputusan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan hukum dan 

pengaruh perdagangan merupakan dua dari beberapa tindak pidana korupsi yang 

paling banyak mendapat perhatian di masa lalu. Sementara itu, kajian peneliti 

lebih fokus membedah komponen korupsi sebagai tindak pidana dan sebagai 

sarana mencari keuntungan. Komponen-komponen dalam dakwaan korupsi 

termasuk di dalamnya perbuatan memperkaya diri sendiri secara melawan 

hukum juga dapat dipahami dengan lebih baik dengan menggunakan studi ini. 
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G. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini didasarkan 

menggunakan metode normatif. Normatif merupakan metode penelitian 

hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka, seperti 

peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, yurisprudensi, dan 

literatur terkait. Kasus-kasus yang melibatkan korupsi impor gula dan 

aspek-aspek pelanggaran hukum dan memperkaya diri sendiri merupakan 

subjek dari metode kajian hukum teoritis ini, yang mengkaji undang-

undang, kasus hukum, teori-teori hukum, dan karya-karya ilmiah yang 

relevan. Memahami dan menafsirkan standar hukum dan bagaimana standar 

tersebut digunakan dalam penilaian kasus adalah tujuan dari penelitian ini.15 

2. Sumber Data  

a. Data Primer: Hukum kasus yang berkaitan dengan upaya anti-korupsi, 

termasuk UU No. 31 tahun 1999 diubah dengan 20 tahun 2001 tentang 

masalah ini dan Putusan Pengadilan tahun 2001 No. 34/Pid.Sus-

TPK/PN.jkt.pst. 

b. Data Sekunder: Literatur hukum, buku,jurnal, doktrin, serta artikel 

ilmiah yang membahas unsur melawan hukum, memperkaya diri, dan 

hukum korupsi impor gula. 

3. Metode Pengumpulan Data  

Penelitian kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan literatur hukum 

 
15 Soerjono Soekanto; Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat 

(JAKARTA: Raja Grafindo Persada, 2003). 
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primer dan sekunder, untuk mengumpulkan informasi. Literatur hukum, catatan, 

peraturan, dan putusan terkait diperiksa dengan cermat sebagai bagian dari 

pendekatan ini untuk mengumpulkan bahan yang mendukung analisis yuridis.   

(No. 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.jkt.pst.). 

4. Analisis Data  

Data yang diperoleh diperiksa dengan menggunakan kerangka kerja 

normatif dan kualitatif. Ketentuan-ketentuan yang termasuk dalam hukum 

yang terkodifikasi menjadi dasar penelitian. 

H. Sistematika Penulis  

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini akan dibahas hal-hal mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian dan manfaat, kerangka 

konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian dan 

sistematika penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan unsur dalam korupsi impor gula 

yang meliputi unsur melawan hukum dan memperkaya diri sendiri, tinjauan 

tentang penjelasan, rumusan, akibat hukum penerapan unsur tersebut dalam 

dakwaan pidana korupsi impor gula. 
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BAB  III  PEMBAHASAN  

Pada bagian ini penulis akan membahas rumusan unsur melawan hukum dan 

memperkaya diri dalam dakwaan korupsi kebijakan impor gula dari putusan 

(nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN jkt pst), dan membahas akibat hukum 

penerapan unsur melawan hukum dan memperkaya diri dalam dakwaan. 

  

BAB IV PENUTUP 

Pada bab ini dirumuskan beberapa kesimpulan dan saran terhadap penelitian 

yang dilakukan. 
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